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BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATUIRRAN BUPATI MESUJI
NOMOR Zlf TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL

PERKEBUNAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MESUJI,

a. bahwa usaha budidaya perkebunan yang luas

lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar
dan usaha industri pengolahan yang berkapasitas
dibawah kapasitas minimal wajib dilakukan
pendaftaran oleh Bupati;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal
Perkebunan Nomor : 105/kpts/P1.400/2/2018
tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar
Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), dalam
hal penandatanganan STD-B dan STD-P Bupati
dapat mendeclegasikan kepada Kepala Dinas yang
melaksanakan urusan dibidang perkebunan di
Kabupaten yang bersangkutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas,
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan
Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
Untuk Budidaya dan Surat Tanda Daftar Usaha
Perkebunan Untuk Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala
Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 200+ tentang
Perkebunan;

3. Undang-Undang Nomwor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji  Provinsi
Lampung;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah sebagaimana
tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995
tentang Perlindungan Tanaman;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015
tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkatl Daerah;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelengaraan Bidang Pertanian;

18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat

Izin Usaha Perdagangan scbagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor

7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan

Surat Izin Usaha Perdagangan;
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Menetapkan

19.Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 37 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelengaraan
Pendaftaran  Perusahaan  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali ternkhir dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor
8/MDAG/PER/2/2017 tc ntang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perdagangan No.37 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyclengaraan
Pendaftaran Perusahaan;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nornor
98/Permentan/V.B.140/9/2013 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/KB.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan;

21.Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor S
Tahun 2015 tentang lzin Lokasi;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23.Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA DAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN DARI
BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MESUJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelengg ara
Pemerintahan Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan otonom di lingkup Kabupaten Mesuji.

3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

4. Organisasi Perangkat Daerah, sclanjutnya disingkat OPD adalah lembaga
yang membantu kepala dacrah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Dacrah.

S. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji.
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Perkebunan adalah segala kegiatan Pengclolaan Sumber Daya Alam,
Surnber Daya Manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya,
panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman  perkebunan.

Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa
perkebunan,

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan
pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanarn,
penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk
perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan
ptnanganan dan pemprosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman
perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi
dan memperpanjang daya simpan.

Pclaku Usaha Perkebunan adalah pckebun dan perusahaan perkebunan
yang mengelola usaha perkebunan.

Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
Perusahnan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha
perkebunan dengan skala tertentu.

Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada
luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan
atau kapasitas pabrik yang diwa jibkan memiliki izin usaha.

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya, selanjutnya
disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada
Pekebun.

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan, sclanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan industri yang
diberikan kepada Pckebun.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2
Bupati mendelegasikan seluruh kewenangannya kepada Kepala Dinas
dalam penerbitan STD-B dan STD-P.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan
untuk menandatangani STD-B dan STD-P.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

Pasal3
STD-B diberikan kepada pelaku usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
dengan kriteria usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25
(dua puluh lima) hektar.
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi :
a. Keterangan pemilik, me liputi;
1) data identitas pemilik kebun
2) domisili pemilik;
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b. Keterangan Data Kebun, meliputi;

1) lokasi kebun yang berkoordinat;

2) status kepemilikan tanah;

3) luas arecal;

4) jenis tanaman;

5) produksi per hektar per tahun;

6) asal benih;

7) jumlah pohon;

8) pola tanam;

9) jenis pupuk;

10) mitra pengolahan;

11)jenis/tipe tanah;

12) tahun tanam; dan

13) usaha lain dilahan kebun.
Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang sudah didaftar scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Pertanian sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sclama Usaha
Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan
jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan atau
tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-P

Pasal 4

STD-P diberikan kepada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
dengan kriteria usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dengan
kapasitas kurang dari batas paling rendah 5 ton Tandan Buah Segar
(TBS) per jam dengan hasil produk berupa Coconut Petroleum Oil (CPO),
inti sawit (palm kemel), tandan kosong, cangkang, serat (fiber) dan sludge
2.
Usaha Industri Pengolahan Hasi Perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian.
Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:
Data identitas dan domisili pemilik;
Nama dan lokasi unit pengolahan;
Kapasitas produksi;
Jenis bahan baku;
Sumber bahan baku;
Jenis produksi; dan

g. Tujuan pasar.
Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format
scbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha
Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.
STD-P tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas data pemilik dan data
unit pengolah.

R RPER
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Pasald
1 Rasavan penadinn U dan RUD-D adatah pelaku usaha perketunan
Galam )kala tevteata,
1 NeRK L wsala perkedunan sebypaimana dimaksud pada avat (1) adalah
pekeiam dan perimabaan peviiehumn,

asal o

() lahan porkebunan dan pengolatan yang wenjadi obiek, memiliki status
Lepamllan  vaeg  diamie  dalam Ketentuan - peratiran perundany -
undaangan wang hedaka,

(D) lahan perkedivan dan poengelahan havs meliit - prendataan, veritikasi
dan validast e,

@ Pendatan, veiiiaa dan validast lapogsn dilakuk an aleh Tha yaog
GRNRIIR veRnt dengnn Ketentuan peemumn perandang -undanyn yang

Ny
e RN N

RAR N\
MEK ANIRME
Pasal ¢

{1} Setiap omng atau Badan yang mengsjukan permohonan prendaftamn
STD-R dan QSTD-E kepada Pemevintah Dacraihe havus menyunpakan
rerehonan kepada Dinas Pertanian,

(2) Dinas Fertanian dalam jangk 2 wakta p aling lambat & (lima) hari kegja
terhitung s ok tangal diterinwnyn permoeho nan, telah selesal memeriksa
kKekrgkapan dan kele namn persyamatan bemapa Kelengk apan data dan
peinetian,

) Apabla Ras 1 pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimak sud
pada vt (2) yang berisi identitas permohon, e wi Kk ebun/prenguolaban
telah lengkyp dan benar, Dinas Pertanian paling lambat dalam hagka
wakiu Sglin) hari ke dapat menerbitkan STD-B dan/atau STD-P,

(4] Dinas Pertanian  menyerahkan  8TD-B dan/atau  STD-P kepada
Pemerntahan Desa untuk  selanjutnyan diverahkin - Kepada Pekebun
dan/atau Perusahaan Perkebunan s elambat-lambamya 3 @éw) hari ker@
sepk 8TR-B dan/atau STD-P diterima,

BAB V1l
PE ILAPORAN

Pasal 8
Repala Dinas melapork am - setinp pendattaran STDB dan STD-P yang
dikeluarkan kepada B upatt Meswyji secara berk ala,

BAB \ill
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal @
Hal-hal lain vag belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis
pelaksanaan dintur lebih lanjut melalii Peratuman Repala Dinas - deagan
berp edoman kepada kete ntuan peraturan perundama-undang an yang Uetlaku,
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BAB vII
KETENTUAN PENUTUP

o Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengoundiangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mcsuji‘
pada tanggal 6 Hul

BUPAT! MESUJI,

K\
\

2021

SAPLY\ TH

Diundangkan di Mcsuji
pada tanggal &6 Duey  202)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ME SUJI

YAMSUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 21/
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Lampiran | Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 2021
Tanggnl

PEMERINTAH KABUIPATEN MESU.JI
DINAS PERTANIAN

). Pageran Muhamad Ali Kompleh Perkamtoran Pemhkab Mesuji, Desa Wirnlaga Mulya Kecamatan Mesuji Kahupaten Meswuj

SURAT TANDA DAFTAR USAHA

BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN MESUJI

Kecamatan S

Nomuor :

A. Keterangan Pemilik
1. Nama
2. Tempat/ Tanggal Lahir
3. Nomor KTP
4. Alamat

B. Data Kebun
- Lokasi, Titik Koordinat Kebun

- Status Kepemilikan Lahan

- Nomor

- Luas Areal

- Jenis Tanaman :
Produksi per hektar per tahun
- Asal Benih -
- Jumlah Pohon

- Pola Tanam

- Jenis Pupuk

- Mitra Pengolahan

- Jenis Tanah

Usaha Lain dilahan Kebun

Catatan :
STD-Bini tidak berlaku apabila terjadi perubahan informasi tersebut diatas

20....
KEPALA DINAS PERTANIA

A T T T T TRl L

*) untuk seluruh komoditas perkebunan
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Lampiran I Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 2021
Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PERTANIAN

J1. Pageran Muhamad Ali Kom

plek Porkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji

SURAT TANDA DAFTAR USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (STD-P)
KABUPATEN MESUJI
Kecamatan T Tarats

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

1. Nama
2. Tempat/ Tanggal Lahir :..........ccocemvmveesmsnsnnnes
3. Nomor KTP
4. Alamat

B. Data Unit Pengolah
I. Unit Pengolah 1

1. Nama
2. Lokasi : (desa/ kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan)
4, Jenis bahan baku s (BRBL. . uivorins )
5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi : (CRO fssswnininsii)
7. Tujuan pasar
II. Unit Pengolah 2
1. Nama
2. Lokasi : (desa/ kecamatan/kabupaten)
3. Kapasitas Produksi : (terpasang/ terpakai menurut satuan)
4. Jenis bahan baku  MBSY oz
5. Sumber bahan baku : (desa/ kecamatan/kabupaten)
6. Jenis produksi 1 (CRO )
7. Tujuan pasar
I1I. (dan seterusnya)
KEPALA DINAS PERTANIAN

................................

*) untuk seluruh komeoditas perkebunan
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